PEMERINTAH KABUPATER ACEH _TAMMG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 17 TAHUN 2003

TENTANG
PAJAK REKLAME

BISMILLAKIRRAHMANIRRAHIM

_DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATT ACEH TAMIANG,
Menimbang :
pahwa dalam rangka F tugas-tugas F Ki

Aceh Tamlang dibidang Reklame dan untuk lebil manmgkmkan

Pendapatan Asli Daerah secara optimal yang lebih berdayaguna dan

berhasilguna, maka dipandang pertu untuk mengatur Pajak Rellame di
. Kabupaten Aceh Tamiang;

batwa untuk maksud fersebut perlu diatur datam suatu Ganun.
Menglingat :
|. Undzng Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Aepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Repubii indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1898 Nomor 60, Tambahen,
Lembaran Negara Republik indonssia Nomor 3333);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemetintah Pusat dan Daersh (Lembaran Megare Repubiik Indo-
nesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Magara Republik Indo-
nesiz Nomor 3648);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Dasrah IstimewaAceh (Lemberan Megara Republik
indonasia Tahun 1989 Namor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 3823];

Undang-Undang Nomor 34 Tehun 2000 tentang Pajak Dasreh dan Retribus]
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2600 Namor 246,
Tambahan Lembaran Negara Aepublik Indonesia Nomar 4048};

Undang-Undang MNomer 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagl
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagal Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalsm {Lembaran Negara Republi indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norar 4184);

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2002 tertang Pembentukan Aceh Baret
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Acch Jaya, r(abupalm Wagan
Raya dan Kabupatan Aseh & Proviesi

{Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2002 Nomor 17‘ Tambahan
1 ambaran Negara Republik indanesia Nomor 4176);

Poraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum-Acara Pidana (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambshan Lembaran
Negara anubll‘k Indonesia Nomor 3209%; v

Peraturen Pemarintatl Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewaenangen

“Pernerintzh dan Kevienangan Provinsi sebagai Daerah Otorom (Lembaran

Negarz Republik indoriesia Tahun 2000 Momar 54, Taimbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3852);




Paraturan Pemarintah N 66 Tahun 2001 lentang Pajek Dacrah
(Lembaran Negara Aapublik Indonasia Tahun 2001 Normor 118, Tamuahan
Lembaran Negars Republis-ndonesia Nomar 4138);

| Keputusan Presiden Repubiik indonesla Nomor 44 Tshun 1999 tentang
“Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk
Rancangan Undang-Undang, Hancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Kepuiusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 1993 Nomar 70, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nofaor..);

. Keptiusan Menter Daiam Negari Nomer 23 Tahun 1986 tertang Ketentuzan
Umum Menganai Penyidik Pegawai Negari Sipil dilinglwngan Pemerintah
Daerah Jo. Kaputusan Mantari Datam Nagari Nomar 4 Tahun 1887 tentang
Pemyiditc Pegawal Negeri Sipil diingkungan Pemerintah Dasrah;

. Keputusan Menteti Dalam Negerl Momar 21 Tahun 2001 tertang Tshnik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produlk Hukum Dasrah;

. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Daussalam Nomer 08 Tahun
2003 tentang Penyeragaman Fenycbutan Perafuran Dasrah Menjadi
Qanun (Lembaran Dacrah Provinsi Manggroe Aceh Darussslam Talun
2003 Nomor 8 Serl E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

IEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN AGEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN |
i tMenetapkar :
JANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG 1ZIN USAHA PAJAK :

IEKLAME
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BAB i

KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Granun ini yang dimaksud dengar :

a. Daerah adaiah Dasrah Kabupaten Aceh Tamiang;

b. Pemedntah Dasrah adalah Bupati bascrta Perangka? Ozerah Omum-ﬁng
lain sebagal Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupali Kabupaten Acet: Tamiang;

d. [¥inas Pendapatan Daerah adakh Qinas Pendapatan DeexahAoahTamw

&, Aeklame adalah benda, alal alau perbuatan yang menurt bantuk, sa)
susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkanalkan/mam.
pramosikan sesualu barang, jass alau seseorang atalpun untuk menarik
pachatian urnum lerhadap sesusti barang, jasa. alay sesearang yang di
selenggarakan atau ditetapkan ditempat lokasi yang dapat dbihat, dibaca
atau didangar umum, dengan tujuan mamperoleh keuntungan;

. Izin adaleh izin pemasangan atau penyslenggaraan reldame;

1. Pejabat adalah Pajabat yang dibar tugas tertent dibidang Pajak Dastah,

BAR Il
JENIS REKLAME
Pasal 2

denis Reklame terdir dari ;

a. Feklame papan ialah Reklame yang terbuat dari papan kayy, s2ng atay
bahan lain yang sejenis;

b. Faklams kain ialah Raklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sefenis;

. Rekisme bersinarialzh Roklame yang berbentuk tullsan dan atau gambar
yang terdiri dari ismpu plar atau alat yang bersinar;

d. Reklamae kendaraan laiah Reklame yang tertulis atau ditempatkan
{dipasang) pada kendaraan; °

e. Reklame berjalan ialah Reklame yang samata-mata dibawa berkeliling oleh
orang berfaian kaki;

1. Rekiame selebaran ialah Rekiame yang berbontuk selebaran atau yang
sejenis yang disebarkan;

248




Reidame peragaan {Demonstrasi) ialah Rekiame yang penyelenggara-
annya dengan Jalan peregaan (Demonstrasi).
feklame muncul ialah Rellame yang terletek muncul keluar dani dinding
tempat usaha;

. Reklame cerita ialah Beklame yang penyelenggaraannya dangan meng-
gunakan cérita atau drama baik yang dipentaskan maupun cerita/drama
yang dikasetkan.

BAR 81
KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 3

Harang slapa menyeienggarakan rekiame di dalam Daerah harus mendapat
izin terlebih dahuiy dari Bupati;

Ketentuan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak beraku
terhadap reklame yang luasnya tidak lebih 1/4 (seperempat) mater samatz-

ata

a. Mengenai |aneh ﬁng nsﬂdame dipasaru di atas tanah tersebut;

5. Memuat dan dipasarg
diatas tanah yang bersangkutan;

©. Memuat nama dan atau sebulan ;nny

di atas tanah dimana retdeme lersebut

Memuat keterangan umum tentang jenis l\arang -barang yang dapat

diperoleh di atas tanah dimana reklame tersebut di

. Borada dl dalam bangunan yarlg dlkeai!ngl dinding, da\am bangunan

&

dimana dan reklame ity
cﬁlun;umn kepada peke-riaan atau penrsahaan teashur
o pada.walu yang ata diperg

wmmsmmmmnummwmm
Tuar/di daiam Daerah

g
tidak melebibi darl 24 jam bemwt—mrut

h Diselanggamkan di Pekan Raya atau lempat keramaian-keramaian

yang sejenis dengan itu;

Menurut Pertimbangan Bupati stat Pojabat yang. ditunjuk, Wajib Pajak

termasuk golongan penjaja atau pangusaha kecil lainnya.
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(3} Dﬂamng menjalsnggmakan ﬂemams pada tempat-tempat Pemasangsy,
Daersh tarps persetujuan mml 3

Al;eh Tamiaﬁg.

(4] Dilarang manyelanggarakan Raklame untuk jenis-jeris reklame ssbagal.
mana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b of atas jalan uaum mk;m
untuk ifu fidak izin, apabiia
disekitar jatan umum dengan

Lebih dari 1 meterdanlq:iiasan umuim, divkur dengan arah horizortay;

Kurang dari 4,5 meter divier dengan amhvemka:pkz;alan umumyang

berada dibawah reldame i aian

Kurang dari 3 meter, diukur dengan arah vsﬁlml fika dibawah reklame

ada suatu bagian zin darl pada jalan kendaraan yang termasuk jalan

umum.

e

&

&) dan sinar yang dipasang m
bangunan ashi harus jang dalam ayal
{1) pasal ini juga harus memperoleh fzin £ naﬂgunzn

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN
Pasald

Naskah reklame harus ditulis atau disusun dalam bahasa indonesia dengan

menggunakan hurul ketin, fetapi apabita dianggap pedu dapat disusun dalam

bahasa Asing dauugsn mempe:gumkan busauf fainnya salain huns latin, te%sz
ing atau harue pula bahasa

dangan huruf latin.

Fasal 5

{1} Untuk mendapat izin sebﬂgamna dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Qanun
ini, yang an hans shonan secars teriudis
kspada Fuatl dan il Tormuls ysng disediskan;

(2) Bupafi berwenang menctapkan batwa rekiame yang akan diselenggarakan
ftu harus disertai dengan ketarangan-katerangan secukupnya dan atau
memperiihatkan cortoh rekiama;
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Aakiame yang dipasang harus di 1 atau tariebit

© dahulu pada Dinas Pendapatan Dasrah untuk dibubihi cap siau tanda
fainnya kecuat jika tidak diperiukan cap atau tanda olsh Kepala Dinas
fPendapatan Daargh;

jj Bentukcay lalnrya i ayat {3) pasal
i ziletapkan olet Bupati:
E) Pai g 1 reklanme divaliby masa berlal
pada papan reklame.

Pasal 6

) Pemohonan izin sebagaimane dimaksud dalam pasai § Qanun inf dapat
ditolak :

a. Jika rekiame tersebul menurut perirbangan Bupati Aceh Tamiang fidak
sesuai dengan keindahan, keiertiban urmum, keamanan, kesusiasn,
dan kesehatan;

b. Jika permot tidak memenuhi ket sob dimaksud
dalam pasal 5 ayal (2) dan (3} Qanun Ini.

2) Izindapat disarial dengan syarat-syarat yang dianggap periu sehubungan
dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan
darn kesshatan.

Pasal 7

tzinyang dimaksud datem pasei 5 ayat (1) Qanun ind dapat dicabul apabia -

. Pemegang izin tidak mementh’ kewafiban-kewajiban mengena iem;

pemasangan reldeme yeng dikuasal Pemesintah Dserah, seteiah

pemegang izin atay kuasanya diber] peringatan;

Pada rekiame tersebut terdapal petubahan sedemikian rupe, sehingga

menurut pendapal Bupati perubahan-perubahan dimaksud harus

ditatak;

Syarat-syarat dalam pasal 7 sub a tidak dipsnuhi sehagaimana mestimye;

Menurut pendapat Bupsti ternyata pada seal berlangsungnys panya-

fenggaraan reklame tidak sesuai dengan keindahan, kesopanan,

ketertihan umum, kesusiiaan, keamanan dan kesehatan;

. Pembayaran pajak rekizme stau izin rekiame tidak dipenuhi sebagai-
mana somoastinya.

o

-

ap

o
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{2) Terdapal hal sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini, pencabutan
izin yany bersangkutan diseriai dengan periniah penyingkivan atay
penghentian penynbenggf.raan reidams;

{¥) Terhadap pencabutan izin sebagsimana dimaksud pada ayat {2} pasal inj,
yang bersangkutan dapatl mengajukan keberatan kepada Bupati dalam
jangka waklu 14 hari sesudsh pencebutan izin diterima oieh yang
bersangkutan;

(4) Sambil menunggu kepulusan dan permahonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, penyelenggaraan reklame dagal
uall spabi alasan ierlentu menganggep

peslu segera menghentikan pswelenggaruan reklame tersebut;

(5} Bupati berwanang memenintahkan untuk mengheriikan penyelenagaman
atau panyingkiran reklame diselenggarakan tanpa lain;

{8} Dalam keadaan mendasak dan dalam hai Pemarintah sebagaimang
dimaksud pada ayat [5) pasal ini diabaikar, pejabat yang diuniuk per-
wenang menyingkirkan atau menghentikan panyalenggaraan fersebut,

Pasal 8

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {1} Qanun Ini
diwajibkar

hara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk
reklama ftu selalu dalam keadaan baik;

b. Menghilangkan dan meniadakan reklame selambat-lambatnya 7 had
selalah jangka waklu berakhir atau sstelsh izin dicabut.

BAB Y
KETENTUAN PAJAK
Pasal%

(1} Terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud dalam pasal 2 Qanun ini
dtkanakan pajak dengan nama Pajak Reklame;

(2) Wajib Pejak adalah mereka yang menyelengoarakan elsu memasang
reklarme;
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Afiayah Pajak edelah seiuruh Dasrah.
Pasal 10

gesarnya pajak reklame dirmaksud pasal 9 syat (1) Qanun ini adefah
sebagai bedkut
|, Rexiame papan, kayu, seng atau bahan lain yang sejanis tiap mster
persegi setiap hari: *
a,. Dipasang aiau ditempatkan pada:
§. Jalan skonomi, sebesar Rp. 50,00 {ima puluh rupiahy;
2. Jalan keias |, sebesar Ap. 40,00 (empat puluh rupign);
3. Jalan kstas Il, sebesar Rp. 25,00 (dua putuh lima rupiahj;
b. Dipasang atau ditempatkan pada :
Pusat perbslaniaen umum, sebesar Ry, 25,00 (dua puluh lima rupieh);
¢. Dipasang afau ditempatkan pada .
Tempat-tempat khusus, sebegar Fip. 15,00 (ima balas rupiahy;
B. RAekiama kain tiap 1 meter porsegl setiap farl :
a, Dipasang atau ditempatkan pada
1. Jalan ekonomi, sebésar Rp. 150,00 (seratus ima puluh rupiahj;
2. Jalankelas |, sebesar Rp. 125,00 (semtus dua putuh lima rupiah);
3. Jalan kelas il, sebesar Rp. 100,00 (seratus ropiah);
b. Dipasang atau ditempatkan pada :
F ° sabesar Rp. 75,00 (tuj ima rupiehl;
c. Dipasang atau gitempatkan pada.:
“Terpat-tempat khusus, sebesar Hp. 40,00 (empat puilth ruplam;
G. Rekiame bersinar fiap 1 meter persegi setiap hari:
a. Dipasang atau ditempatkan pada :
1. Jalan ekonarmi, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
2 Jalan kelas |, sebesar Rp. 20,00 (dua puiuki rupiah);
3, Jalan kelas i, sebesar Rp. 15,00 {fima befas rupiah};
b. Dipasang atay dliempatkan pada : J
Pusat perbelanjzan umum, sebesar Fp.15.00 (lima. belas rupiah);
. Dipasang alau ditempathan pade :
* Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah);
lap 1 meter persegi satiap har, ssbesar Rp. 360,00

D.
(tiga ratus rupiah);
E. Bekdame beralan tiap 1/20 {(satu per dua puluh) meter perseg! setiag
hari, sabesar Rp. 50,00 (lima puluh ruplah);
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F. Reklame slide dan Filn lizp kali memasang sampal dengan 15
1. Slide tanpassvara, sebesar Ap. 50,00 (lirna pulih Fupiah);
2. Siide dangan suara, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima apiah;
Gi. Reklame bunyi atew suara = ‘,ff
1. Dengan pengeras suare setiap harl, sebesar Rp, 500,00 (fing ram%‘
rupiahy; o
2. Dengan alat pemancar radio setiap naskah Ap. 250,00 {dug wu;:
fima putuh ruplah);
H. Reklame dengan menggunakan cerila salu kalf siaran, sebisser Ry,
1.600,00 (seribu rugiah);
1. Reldame peragasn atau wujud tiap hari, ssbesar Ap. 1.000,00 (smriy
rupiah);
+J. Reklame iz persegi sstiap harl, sebesdr Fp. 60,00 (

[i= (2) Reklame rokok untuk semua jenls Reklame sebagalmana tarsebut daiam
pasal 2 Qanun inl dikenakan tarif 2 X {dua kaf) tari yang berfakil meauny|
ayat {1} pasal in;

(3) Untuk menghitung luas reklame yang terkena pajak, sebagaimana
dimaksud pada ayal (10) huruf a,b.c, .......j passl ini, diareil darl papan,
kaln gamber, kalimat atau hurul yang luar dengan jalan menank garis lurig.
vertikal dan horizontal sshing P ‘pat persagi panjang dimana
selurubi papan, kain gambar, kalima! alau husuf ity berada. didalamnys;

&

Unituk reldame yang dibuat dengan suaty alat diatur sedemikian rupa
sehingga dengan alat ity bertunt-turut dapat dibasifkan bermacam-macam
tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar untuk jangke waktn
dan luas yang it dua kali tarif di pada
eyal (1) pasal inf;

{5) Bila sustu weklame yang karena sitatnya dapat digabungkan dafam lebiy
dari satu jen's reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (2} pasal i,
maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan lues yarig sama
ditetapkan menurut tarf yang menunjukkan jumiah yang besar;

Pasal 11

(1) Didalam menghitung pejak reliame maka bagian yang kurang cani saty
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meter persegi, diitung 1 meter persegl, yang kurang dari seper empat
mieter nsrsegi dihitung 1/4 meter persegi dan yang kurang dari 500 lembar
dihitung 500 lambar:

) Jumigh penstapan p ak rekiame dibulalkan keatas sehingga merupakan
Kakipalan Rp. 50,00 (lma pulub rupiah);

Pasal 12

) Bila suatu reldame yang menurt Qamun ini diwajibkan dengan izin temyata
diselenggarakan tanpa i2in, maka jurmiah pajek yang ditentukan delam pasal
9 Qanun ini, ditetapkan karena jabatar;

} Ketetapan Pajak pada ayat (1} pasal ini, pengenaannya sebesar 200%
{dua ratus persen} dari pajak yang sehanusnya dibayar;

) Selckas mungkin seteiah Kohir ini ditelapkan, maka kepada yang
bersangkutan diberlkan Sura! Ketetapan Palak;

|4} Wiajib Pajak dapal mengajukan keberatan atos ketetapan pajak sebagak
mana ditetapkan pada ayat (2) pasal ini dalam jangla wakiu 3 {tigs) butan
setelah Surat Kelstapan Pajek diterima oleh Waftr Pajak.

Pasat 13

1) jak yang ditertukan dal 9 dan 10 Ganun ini harus dbayar
dimuka:

7] Bila lidak dilakukan pembayaran pada har-had pembayaran yang telah
diteniulken pada ayal {1) pasal Inl, maks pajak yang {zrutang dikenakan
denda 25% (dua puluh fima persen);

4) Bupall berwsnang membebeskan denda yand dimaksud pada ayat (2)
pasal Ini, balk untuk seluruhaya maupun untuk sebagian apabila dapat
dibuklikan bahwa pefanggarsn ftu disebabkan karena kekhilafan atau
kelalaian yang dapai dimaafkan,

(4} Bupati menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan
Penaigihan Pajak Retdame yang disntukan dalam pasal 9 dan 10 pada
Qanua ini.
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BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasai 14

Pefanggaran terhadap ketantuan datam pasal 3 ayat (1}, (3), (4) dan pasal

anus ini serta ketentuan dalam izin dlancam dengan hukuman kuringan
solama-lamanys 3 (tiga) bulan 2fau denda sstingg-lingginya Fp. 50000,
(i puluh rib rupiah);

Benda-benda #tay elat-alat reldama yang dipsrgunakan ssbagalmana
dimaksud pada ayat (1) pasef ini dapal disita, sepanjang benda-benda
atau aiat-alat tersebud sebaglan atau keseluruhan milik pelangga:.

BAB VIl
KETERTUAN PENYIDIK
Pasal 15

Selain oleh pejabat penyidik umum yang beriugas monyidik findak pidans,
panyidikan atas indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini
dapat juga dilakukan oleh Pajabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil difing-
kungan Peinedniah Daersh yang pengangkalannya ditstapkan sosuaj
dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku;

Dalam malaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagafmana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

& Menerima laporan atay pengaduan dari sescéorang lentang adanya
tindak pidana.

Melakukan indakan pertema pada tempal kejadian dan melakukan
pemariksaan;

Menyuruh berhentl seseoranp tersangka dan memerikea tanda
pengenal il tersangka;

Melakukan penyitaan benda alau suzat;

Mengarnbi sidik fari dan memetre! sasearang;

f. Memanggil séseorang untuk didenpar dan diperiksa sebagai tarsangka
alay sebagai saksi;

Mendatangkan seorang ahil yang diperlukan dalam hubungannya

P p o
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dengan pemariksaan perkara;

' h Msanghentikan penyldikan seielah mendspat petunjuk dari Penyidix
A Umum bahwa tidak terdapat culp bukli atau peristiwa terseliot bukan
marupakan tindak pidenz dan selanjutnya melalu penyidik umum
membetitahukan hal tersabut kepada penuntut trmum tersangka atau
keluarganya;

Mengedakan tindakan fain menurut hukum yang dapat dipartanggung-
jawabkan,

BAB Vi
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 16

iban untuk memanuhl Ketentuan-ketentuan dalam Qanun inf, sepanjang
L sesuati Badan Hukum dibsbankan kepada anggota pengurus atau
Jxa pengurus dimaksud U tidak ada, kepada wakil Badan Hukum yang berada

i dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,

Pasal 17
Bamua reklare yeng telah dipasang dan yang telah dilunas! pajaknya menurut
etentuan Qanun lentang pajak raklame ssbelum berlakunya Qanun inl tetap
berlaku sampal habis masa berlaku izlanye

BAB IX
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 18

zhgan berlakunya Qanun ini, maka segsla katentuan yang berlentangan
lengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi,

| Pasal 9

dat-hal yang belum diatur dalam Qanun Inl, sepanjang mengenai pelaksana-
tnnya skan diatur lebih lanjut dengan Kepuiusan Bupati




Pasal 20
Qﬂnumr\i mulai herlaky pada tanggal dhindangkan,
Agar setiap orang dapat , mameriniahkan

Ganun ini dengan pnnewpa.ann,'a dalarm Lemharan Daerah KEbﬁpa"elr\ Meh
Tamiang.

Diszhksndi  : Kareng Bary
November 2003 i

Pada tanggal :

26 Ramadhan 142

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 Movember 2003 M

27 Hamadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Ti.|
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOWMOR 19
SERIB

*58
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